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ABSTRACT 

This study aims to find out an overview of the poor, to find out how the strategy for handling 

the poor is in Balohao Village, Aramo District, South Nias Regency, to find out the role of the 

Balohao Village government, Aramo District, South Nias Regency in empowering the poor. 

This research belongs to the type of descriptive research with a qualitative approach. 

Qualitative research intends to understand phenomena about what is experienced by 

research subjects, for example, behavior, perceptions, motivations, actions, etc. holistically, 

and in a descriptive way in the form of words and language in a special natural context and 

by utilizing various scientific methods. . The results of this study are (1). Poverty handling 

cannot only be solved by one sector and one party between the social, economic, educational, 

religious and legal fields which are needed in efforts to overcome poverty. This is not an easy 

job, even though it is the government's obligation to protect its citizens to obtain social 

welfare, support is still needed from the community itself both as a group and individually 

(2). All government policies will be very meaningless if they are not implemented in society. 

This embodiment certainly requires law enforcers who are fair and honest in carrying out 

their duties. If so, these characteristics will bring honor given by its citizens (3). The people 

referred to as the poor may not depend on all the facilities provided and given by the 

government, but people who have the will to escape the shackles of poverty and strive to not 

return to this group. 

Keywords: Village Government, Legal Protection, Poor 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan umum tentang fakir miskin, untuk 

mengetahui bagaimana strategi penanganan fakir miskin di Desa Balohao Kecamatan 

Aramo Kabupaten Nias Selatan, untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa 

Balohao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan dalam pemberdayaan penanganan 

fakir miskin. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll 

secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil 

dari penelitian ini adalah (1). Penanganan Kemiskinan tidaklah hanya dapat di selesaikan 
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oleh satu bidang dan satu pihak antara bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan 

hukum sangatlah di perlukan dalam upaya penanganan kemiskinan. Hal ini bukanlah 

pekerjaan yang mudah meskipun adalah kewajiban pemerintah untuk melindunggi 

warganya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tetap diperlukan dukungan dari 

masyarakat itu sendiribaik secara kelompok maupun secara perseorangan (2).Segala 

kebijakan pemerintah akan sangat tidak bermakna apabila tidak diwujudkan dalam 

masyarakat. Perwujudan ini tentunya membutuhkan para penengak hukum yang adil, dan 

jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jika demikian sifat-sifat ini akan membawa dan 

kehormatan yang diberikan oleh warganya (3).Orang-orang yang termaksud dalam 

golongan miskin tidak boleh tergantung pada segala fasilitas yang disediakan dan 

diberikan pemerintah tetapi orangorang yang memiliki kemauan untuk terlepas dari 

belenggu kemiskinan dan berupaya untuk tidak kembali masuk dalamgolongan tersebut.   

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Perlindungan Hukum, Fakir Miskin 
 

1. PENDAHULUAN 

A. Latari Belakangi Masalahi  

Undang-Undang iyangi dirumuskani 

sebagaiiupayaiterhadapikesejahteraanim

asyarakatimiskiniyakniirumusaniUndang

-UndangiNomori 13i Tahuni 2011i yangi 

dikeluarkani padai tanggali 18i Agustusi 

2011.i Dii dalami Undang-Undangi 

tersebuti terdapati suatui perencanaan,i 

pembinaani dani yangi 

lebihiberkelanjutani kepadai 

masyarakatimiskin.i Pokok-pokoki yangi 

diaturi olehi Undangi -i Undangi Nomori 

13i tahuni 2011i antarai laini haki dani 

kewajiban,i perlakuani terhadapi orangi 

miskin,i tanggungi jawabi dani 

wewenang,i sumberi daya,i koordinasii 

dani pengawasan,i partisipasii 

masyarakat,i dani peraturani pidana.i 

Undang-undangi inii bertujuani untuki 

memberikani keadilani sosiali bagii 

wargai negarai agari dapati menjalanii 

kehidupani yangi layaki dani 

bermartabat.i Dalami pembukaani 

Undang-Undangi Dasari Negarai 

Republiki Indonesiai Tahun1945,i gunai 

memajukani kesejahtreaani umumi tidaki 

terlepasi darii perani sertai Negara.i 

Negarai memilikii kewajibani untuki 

untuki dapati menggulangii kemiskinani 

termasuki memeliharai fakiri miskin.i 

Sebagaimanai dengani pasali 34i ayati 

(1)i Undang-Undangi Dasari Negarai 

Republiki Indonesiai Tahuni 1945i yangi 

mengatakani bahwai Fakiri Miskini dani 

anak-anaki telantari dipeliharai olehi 

negara.i Darii segii hukum,i pembukaani 

UUDi 1945,i termasuki Pancasila,i 

merupakani dasari konsepi nasionali 

yangi menumbuhkani cita-citai hukumi 

dani landasani sistemi hukumi yangi 

merdekai yangi berlandaskani semangati 

kebangsaani Indonesia.i Seluruhi 

bangsai Indonesiai dani segenapi bangsai 

Indonesiai memajukani kesejahteraani 

umum,i mencerdaskani 1i 2i kehidupani 

bangsa,i dani berpartisipasii dalami 

pembentukani ketertibani nasionali 
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yangi berdasarkani kemerdekaan,i 

perdamaiani abadi,i dani keadilani 

sosial.i 1i Kemiskinani merupakani 

masalahi multidimensii dani 

multisektorali yangi memilikii sifati 

majemuki dani merupakani suatui 

kondisii yangi harusi segerai diatasii 

untuki memeliharai dani 

mengembangkani kehidupani manusiai 

yangi bermartabat,i karenai masalahi inii 

harusi diselesaikani bersamai dengani 

pemerintah,i masyarakati dani duniai 

usaha.i 2i Undangi -i Undangi Dasari 

Republiki Indonesiai Tahuni 1945i 

menyatakani bahwai bagii masyarakati 

fakiri miskini dani sesuaii dengani 

ketentuani UUDi 1945i perlui dilakukani 

upayai perlindungani sosiali (protectioni 

measures)i yangi mencerminkani 

pemenuhani kewajibani negarai (statei 

kewajiban).i Ketentuani dalami amanati 

konstitusii menegaskani bahwai setiapi 

wargai negarai berhaki atasi 

kesejahteraani sosialnyai dani 

pemerintahi berkewajibani melindungii 

kehidupani jugai penghidupani rakyati 

Indonesiai sertai mengupayakani 

kesejahteraani sosiali bagii setiapi 

wargai negarai Indonesia.i Kemiskinani 

merupakani fenomenai sosiali klasiki 

yangi terjadii dii masyarakat.i 

Keyakinani tentangi kenyataani bahwai 

kemiskinani tidaki bisai dituntaskan,i 

melainkani hanyai dikuranggii jumlahi 

dani diminimalkani deritai simiskin,i 

demikiani halnyai dengani yangi terjadii 

padai masyarakat.3i Dii Desai Balohaoi 

Kabupateni Niasi Selatani sendirii 

jumlahi penduduki miskini dapati 

dikatakani meningkati sdarii tahuni 

ketahuni dengani pesati padai dalami 

kuruni waktui 2019-2021.i yangi manai 

padai tahuni 2019i merupakani jumlahi 

1Ahmadi Arifi Widianto,i 

Menjembatanii Aksesi Masyarakati 

Miskini Padai Pelayanani Kesehatani 

Melaluii Institusii Lokal,i Jurnali 

Sosiologii Reflektif,i Volumi 8,i Noi 1,i 

2013,i hlmi 63.i 2Undangi -i Undangi 

Dasari Republiki Indonesiai Tahuni 

1945.i 3Muhtadii Ridwan,i Geliati 

Ekonomii Islam,i (Malangi :i UINi 

Malikii Press,i 2011),i hlm.3i 3i 

penduduki terkecili dengani statusi 

masyarakati miskini adalahi 243i 

masyarakat.i Kemudiani padai tahuni 

2020i terjadii peningkatani yangi sangati 

derastisi berjumlahi 250i masyarakati 

miskini dani padai tahuni berikutnyai 

dani menuruni dengani jumlahi 230i 

masyarakat.i Secarai lebihi ringkasi 

berikuti adalahi tabeli masyarakati 

miskini dii Desai Balohaoi Kecamatani 

Aramoi Kabupateni Niasi Selatan.i 

Tabeli 1.1i Jumlahi Masyarakati Miskini 

dii Desai Balohaoi tahuni 2019i sampaii 

2021i Noi Tahuni Jumlahi Masyarakati 

Miskini 1i 2019i 243i Masyarakati 2i 
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2020i 250i Masyarakati 3i 2021i 230i 

Masyarakat. 

Selaini berdasarkani datai dii atasi 

observasii awali yangi dilakukani dii 

Desai Balohao,i ditemukani bahwai 

terdapati pembagiani bantuani yangi 

kurangi sesuaii dengani yangi 

membutuhkani sehinggai masyarakati 

melakukani Komplaini baiki itui kepadai 

Kepalai Dusuni maupuni kepadai pihaki 

Kepalai Desai Balohao.i Hali tersebuti 

menjadii salahi satui sebabi penanganani 

Fakiri Miskini dii Desai Balohaoi 

menjadii kurangi efektif.i Darii hasili 

Observasii tersebuti tampaki jelasi 

bagaimanai sebenarnyai sistemi yangi 

digunakani dalami penanganani fakiri 

miskini dani jugai dalami 

penyalurannyai sertai kendalai yangi 

pemerintahi hadapii dalami upayai 

penanganani fakiri miskini tersebut.i 

Pemerintahi Desai Balohaoi Kecamatani 

Aramoi Kabupateni Niasi Selatani telahi 

melakukani kebijakani dani usaha-usahai 

untuki menanggulangii angkai 

kemiskinani yangi timbul.i Salahi satui 

kebijakannyai yaitui menargetkani 

angkai kemiskinani akani ditekani 7i %i 

darii jumlahi penduduk.i Tetapii banyaki 

faktori yangi mempengaruhii 

angkakemiskinani dii 4i Desai Balohaoi 

Kecamatani Aramoi Kabupateni Niasi 

Selatan.i Salahi satui faktori penyebabi 

angkai kemiskinandikarenakani 

terjadinyai inflasii rupiah,i sehinggai 

dayai belii masyarakati menurun.i Akani 

tetapii dalami pelaksanaannyai ternyatai 

masihi banyaki kurangi berjalani 

sebagaimanai mestinya. 

2. TINJAUANI PUSTAKAI  

Implementasii Kebijakani Kebijakani 

(keputusan)i harusi bertujuani untuki 

melahirkani maslahati (kebaikan)i untuki 

meminimalisiri krisisi ataui bencana.i 

Kebijakani pemimpini terhadapi orangi 

yangi beradai dii bawahi 

kepemimpinannyai harusi mengacui padai 

terwujudnyai manfaati bagii rakyati 

(anggotanya).i Dalami perspektifi lebihi 

luasi menjelaskani bahwai prioritasi untuki 

keamanani kesehatani globali harusi padai 

kegiatani kepemimpinani dani koordinasii 

yangi membanguni kapasitasi kebijakani 

ditingkati makro,i meso,i dani mikro.i 13i 

Implementasii kebijakani padai prinsipnyai 

adalahi carai agari sebuahi kebijakani 

dapati mencapaii tujuannya.i Untuki 

mengimplementasikani kebijakani publik,i 

yaitui langsungi mengimplementasikani 

dalami bentuki programi ataui melaluii 

formulasii kebijakani derivati ataui 

turunani darii kebijakani publiki tersebut.i 

Rangkaiani implementasii kebijakani 

dapati diamatii dengani jelasi yaitui 

dimulaii darii program,i kei proyeki dani 

kei kegiatan.i Kebijakani diturunkani 

berupai programi programi yangi 
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kemudiani diturunkani menjadii 

proyekproyek,i dani akhirnyai berwujudi 

adai kegiatan-kegiatan,i baiki yangi 

dilakukani olehi pemerintah,i masyarakati 

maupuni kerjasamai pemerintahi dengani 

masyarakat. 14i 13i Boynesi Manurung.i 

Perubahani Modeli Kebijakani Pelayanani 

Kepalai Sekolahi Dii Smai Negerii 20i 

Medani Dii Erai Covid-19.i Jurnali 

Universitasi PGRIi Mahadewai Indonesia,i 

Voli 8,i Nomori 3,i 2021,i hlmi 9.i 

14Asnai Aneta,i Implementasii Kebijakani 

Programi Penanggulangani Kemiskinani 

Perkotaani (P2KP)i Dii Kotai Gorontalo,i 

Jurnali Administrasii Publik,i Volumei 1,i 

Nomori 1,i 2010,i hlmi 56i 12i 

Implementasii kebijakani publiki sebagaii 

tindakan-tindakani dalami keputusan 

keputusani sebelumnya.i Tindakan-

tindakani inii mencakupi usaha-usahai 

untuki mengubahi keputusan-keputusani 

menjadii tindakan-tindakani operasionali 

dalami kuruni waktui tertentui maupuni 

dalami rangkai melanjutkani usaha-usahai 

untuki mencapaii perubahani besari dani 

kecili yangi ditetapkani olehi keputusan-

keputusani kebijakani yangi dilakukani 

olehi organisasii publiki yangi diarahkani 

untuki mencapaii tujuani tujuani yangi 

telahi ditetapkan.i 15i Darii penjelasan-

penjelasani dii atasi dapati disimpulkani 

bahwai implementasii kebijakani tidaki 

akani dimulaii sebelumi tujuan-tujuani 

dani sasaran-sasarani ditetapkanataui 

diidentifikasii olehi keputusan-keputusani 

kebijakan.i Jadi,i implementasimerupakani 

suatui prosesi kegiatani yangi dilakukani 

olehi berbagaii aktori sehinggai padai 

akhirnyai akani mendapatkani suatui hasili 

yangi sesuaii dengani tujuan-tujuani ataui 

sasaran-sasarani kebijakani itui sendiri.i 2.i 

Pengertiani Fakiri Miskini Berdasarkani 

Undang-Undangi Nomori 13i Tahuni 

2011Tentangi Penanganani Fakiri Miskini 

Pemerintahi Indonesiai telahi 

mengeluarkani Undang-Undangi Nomori 

13i Tahun2011,i tentangi penanganani 

kemiskinan.i Berurusani dengani orangi 

miskini ketentuani tersebuti dirancangi 

untuki menanganii kemiskinani dii 

Indonesia.i Dalami ketentuani Umumi 

Pasali 1i disebutkani fakiri miskini adalahi 

orangi yangi samai sekalii tidaki 

mempunyaii sumberi matai pencariani dani 

mempunyaii sumberi matai pencariani 

tetapii tidaki mempunyaii kemampuani 

memenuhii kebutuhani dasari yangi layaki 

bagii kehidupani dirinyai dani 

keluargannya.i 15i Asnai Aneta,i 

Implementasii Kebijakani Programi 

Penanggulangani Kemiskinani Perkotaani 

(P2KP)i Dii Kotai Gorontalo,i Jurnali 

Administrasii Publik,i Volumei 1,i Nomori 

1,i 2010,i hlmi 59i 13i Penanganani fakiri 

miskini adalahi pekerjaani yangi fokus,i 

komprehensifi dani kerasi olehi 

pemerintah,i pemerintahi daerahi dani 

pembangunani berkelanjutani 
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memberdayakani masyarakati dalami 

bentuki kebijakan,i rencanai dani 

kegiatan,i Bantuani dani fasilitasi 

untukmemenuhii kebutuhani dasari setiapi 

wargai Negara.i 16i Penanganani fakiri 

miskini haruslahi berasaskani padai 

Keadilani sosial,i Noni diskriminasi,i 

kemanusiaan,i kesejahteraani ,i 

kesetiakawanani dan,i pemberdayaan.17i 

3.i Kemiskinani Kelompoki orang-orangi 

miskini itui memilikii budayai kemiskinani 

tersendiri,i yangi meliputii karakteristiki 

Psikologisi Sosial,i dani Ekonomi.i 

Liberali melihati kemanusiaani sebagaii 

makhluki yangi baik,i sangati dipengaruhii 

olehi lingkungan.i Budayai kemiskinani 

hanyalahi adaptasii terhadapi kenyataani 

dani situasii lingkungani yangi penuhi 

diskriminasii dani peluangi sempit.i 

Radikali merekai mengabaikani budayai 

kemiskinan,i tetapii menekankani padai 

perani strukturi ekonomi,i Politiki dani 

masyarakat,i dani pandangani bahwai 

manusiai itui biologisi kerjasama,i 

produksii dani inovasi. 

 

3. METODEi PENELITIAN 

Metodei Penelitiani 1.i Jenisi 

Penelitiani Penelitiani inii tergolongi padai 

tipei penelitiani deskriptifi dengani 

pendekatani kualitatif.i Penelitiani 

kualitatifi bermaksudi untuki memahamii 

fenomenai tentangi apai yangi dialamii 

olehi subyeki penelitiani misalnya,i 

perilaku,i persepsi,i motivasi,i tindakan,i 

dlli 21i Criswardanii Suryawati,i 

Memahamii Kemiskinani Secarai Multii 

Dimensional,i Jurnali Pembangunani 

Daerah,i Volumei 8i Noi 03i 2015i 18i 

secarai holistik,i dani dengani carai 

deskriptifi dalami bentuki katai dani 

bahasai padai suatui konteksi khususi 

yangi alamiahi dani dengani 

memanfaatkani berbagaii metodei ilmiah.i 

22i 2.i Sifati Penelitiani Padai metodei 

penelitiani deskriptif,i datai yangi 

dikumpulkani adalahi berupai katakata,i 

gambar,i dani bukani angka-angka.i 

Selaini itu,i semuai yangi dikumpulkani 

berkemungkinani menjadii kuncii 

terhadapi apai yangi sudahi diteliti.i 

Laporani penelitiani akani berisii kutipan-

kutipani datai untuki memberikani 

gambarani penyajiani laporani tersebut.i 

Datai tersebuti berasali darii naskahi 

wawancara,i catatani lapangan,i foto,i 

videotape,i dokumeni pribadi,i catatani 

ataui memo,i dani dokumeni resmii 

lainnya.i 23i 3.i Jenisi Datai dani Sumberi 

Datai Jenisi penelitii yangi dilaksanakani 

adalahi penelitiani lapangani (Fieldi 

Reserch)i yaitui penelitiani yangi 

dilakukani secarai sistematisi dani 

berbagaii macami datai yangi 

berhubungani dengani masalahi yangi 

dibahas.24i Adapuni sumberi datai yangi 

akani digunakani padai penelitiani inii 

nantinyai adalah:i 1.i Bahani Hukumi 



 

344 
 

JURNAL RECTUM, Vol. 5, No. 1, (2023) Januari : 337  -  351 

Primeri yaitui datai yangi diperolehi 

berupai peraturani perundangi –i 

undangan,i dalami penelitiani inii 

dipergunakani Kitabi Undang-i undangi 

Perdata,i Undangi -i Undangi Dasari 

Republiki Indonesiai Tahuni 1945,i 

Undang-Undangi NOi 13i Tahuni 2011i 

Tentangi Penanganani Kemiskinani Pasali 

2i dani 3.i Bahani Hukumi Sekunderi 

yaitui datai yangi diperolehi darii 

dokumen-dokumeni 22i Lexyi Moeleongi 

J.i Metodei Penelitiani Kualitatifi Edisii 

Revisi.i Bandung:i PT.i Remajai 

Rosdakarya.i 2011.Hlm.16-27i 23i Ibid,i 

55i 24i Suharsimii Arikunto,i Proseduri 

Penelitiani Suatui Pendekatani Praktek,i 

(Jakartai :i Renekai Cipta,i 2017),i hlmi 

102.i 19i yangi ditelitii berupai laporani 

tertulisi yangi berkaitani dengani masalahi 

yangi dibahasi aupuni Buku-Buku,i Jurnali 

sertai Informasii darii Media.i 2.i Bahani 

Hukumi Tersieri yaitui datai yangi 

diperolehi darii ensiklopedia,i bahani darii 

interneti bibliografii dani sebagainya.i 3.i 

Tekniki Pengumpulani Datai Untuki 

mendapatkani datai yangi betul-i betuli 

akurati dani lengkap,i makai dalami 

penulisani inii penulisi menggunakani 

beberapai metodei penelitiani dalami 

pengumpulani datai antarai laini :i 25i 1.i 

Observasii Observasii dalami penelitiani 

inii adalahi instrumeni untuki 

mendapatkani datai utamai dalami menilaii 

hubungani antarai penelitii dani Desai 

yangi akani ditelitii tersebut.i Tekniki 

yangi digunakani dalami penelitiani inii 

adalahi observasii noni partisipasi.i 

Kedudukani penelitii hanyai sebgaii 

pengamati dani selamai prosesi observasii 

akani dibuati catatani untuki dii analisisi 

dani pengecekani datai kembali.i 2.i 

Wawancarai Wawancarai adalahi situasii 

perani antarai peribadii bertatapi mukai 

(face-i to-i face),i ketikai seseorangi yaknii 

pewawancarai mengajukani pertanyaan-i 

pertanyaani yangi dii rancangi untuki 

memperolehi jawaban-i jawabani yangi 

relevani dengani masalahi penilitiani 

kepadai seseorangi responden.i 3.i 

Dokumentasii Dokumentasii adalahi carai 

mencarii datai mengenaii hal-i hali ataui 

variabelyangi 25Amiruddini dani Zainali 

Asikin,Pengantari Metodei Penelitiani 

Hukum.i Rajawalii Pers,i Jakartai Hlm.i 

72.i 20i berupai catatan,i transkrip,i buku,i 

surati kabar,i majalah,i prasasti,i notuleni 

rapat,i lengger,i agendai dani sebagainya.i 

4.i Tekniki Analisisi Datai Analisisi datai 

adalahi prosesi mencarii dani menyusuni 

secarai sistematisi datayangi dii perolehi 

darii hasili wawancara,i catatan,i lapangani 

dani dokumentasi,dengani carai 

mengorganisasikani datai kei dalami 

kategori,i menjabarkani kedalami unit-

unit,melakukani sintesa,i menyusuni 

kedalami pola,i memilihi manai yangi 

pentingi danyangi akani dii pelajari,i dani 

membuati kesimpulani sehinggai mudahi 
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dii pahamii olehi dirii sendirii dani orangi 

lain.26i Analisisi inii dii gunakani untuki 

memperolehi gambarani umumi dani 

menyeluruhi tentangi situasii sosiali yangi 

dii telitii ataui objeki penelitian.27i 

Analisisi inii untuki menganalisisi datai 

yangi dii perolehi darii lapangani 

penelitiani secarai garisi besarnya.i 

Analisisi Taksonomi,i Analisisi yangi dii 

gunakani terhadapi keseluruhani datai 

yangi terkumpuli berdasarkani domaini 

yangi telahi diciptakan.i Setelahi 

mengumpulkani datai -i datai dilapangani 

mengemukakani permasalahani yangi 

lebihi mendalami yangi mengarahi kepadai 

tujuani yangi ingini dicapai.i Dalami 

prosesi analisisi inii terdapati tigai 

komponeni utamai yaitu:i 1.i Reduksii 

datai yaitui merangkum,i memilihi hal-hali 

yangi pokok,i memfokuskani padai hal-

hali yangi penting,i mencarii temai dani 

polanya.i Sehinggai datai yangi telahi 

direduksii akani memberikani gambarani 

yangi lebihi jelasi dani mempermudahi 

penulisi untuki melakukani pengumpulani 

datai selanjutnnya,i dani mencarinyai bilai 

diperlukan.28i 26i Sugiono,i Metodei 

Penelitiani kombinasi.i Bandungi :i 

ALFABETA,2018i Hlm.333.i 27i 

Ibid,hlm.344.i 28i Amiruddini dani Zainali 

Asikin,Pengantari Metodei Penelitiani 

Hukum.i Rajawalii Pers,i Jakartai Hlm.i 

82i 21i 2.i Displayi data,i setelahi datai 

direduksii makai langkahi selanjutnyai 

dalami penelitiani inii adalahi displayi 

datai ataui penyajiani data.i Dengani 

mendisplayi datai makai akani 

mempermudahkani untuki memahamii 

apai yangi terjadi,i merencanakani kerjai 

selanjutnyai berdasarkani apai yangi telahi 

dipahamii tersebut.29i 3.i Penarikani 

kesimpulani merupakani hasili akhiri 

sebuahi penelitiani yangi disusuni dengani 

tujuani penelitian.i kesimpulani nantinyai 

merupakani jawabani atasi rumusani 

masalah.i dalami kesimpulani 

dikemukakani secarai singkati dani padati 

tentangi kebenarani dani terbuktinyai 

hipotesisi ataui sebaliknya.i 30i 

Kesimpulani dalami penelitiani kualitatifi 

merupakani temuani barui yangi 

sebelumnyai belumi pernahi ada.i temuani 

dapati berupai deskripsii ataui gambarani 

suatui obyeki yangi sebelumnyai kurangi 

jelasi sehinggai menjadii jelasi setelahi 

diteliti. 

 

4. HASIL DANiPEMBAHASAN 

A. Karakteristiki Fakiri Miskini  

Dii dalami Kamusi Besari Bahasai 

Indonesiai (KBBI)i “miskin”i dii artikani 

dengani “tidaki berhartai benda”,“serbai 

kekurangan”i (berpenghasilani rendah)31.i 

Sementarai katai “fakir”i mempunyaii artii 

“orangi yangi sangati berkekurangan 

“orangi yangi sangati miskin,”orangi yangi 

sengajai membuati dirinyai menderitai 

kekuranganiuntukimencapaiikesempurnaa
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nibatin“.iKemiskinani adalahi suatui 

kondisiiketidakmampuanisecarai ekonomii 

untukimemenuhi standarihidupirata-ratai 

masyarakatidiisuatuidaerah. Kondisi 

ketidak mampuaniiniiditandaiidengan 

rendahnyaikemampuanipendapatani untuki 

memenuhiikebutuhanipokokibaikiberupai 

pangan,isandang,I maupuni papan. 

Pendapataniyangirendahijugaiakaniberdam

pakiberkurangnya kemampuaniuntuki 

memenuhiistandarihidupirata-rataisepertii 

standarikesehatanimasyarakatidanistandari 

pendidikan.iKondisiimasyarakatiyangidise

butimiskinidapatidiketahuiiberdasarkanike

mampuanipendapatanidalamimemenuhiist

andarihidup.iPadaiprinsipnya,istandarihidu

pidiisuatuimasyarakatitidakisekedaritercuk

upinyaikebutuhaniakanipangan, 

akanitetapiijugaitercukupinyaikebutuhania

kanikesehatanimaupunipendidikan.Tempa 

tinggaliataupunipemukimaniyangilayakim

erupakanisalahisatuidariistandarihidupiata

uistandarikesejahteraanimasyarakatidiisuat

uidaerah.TimipenyusuniKamusiPusatipem

binaanidanipengembanganiBahasa,iKamus

Besar BahasaiIndonesia, (Jakarta;Balaii 

Pustaka,1999),hi 660.i 32Al-Asfahanii ,al-

mufrdati fii Graribi al-i qurani (Terehani 

;Maktabahi Nazari al-Musthafai 

alBaz,t.t),h,312i 23i 24i Berdasarkani 

kondisii ini,i suatui masyarakati disebuti 

miskini apabilai memilikii pendapatani 

jauhi lebihi rendahi darii rata-ratai 

pendapatani sehinggai tidaki banyaki 

memilikii kesempatani untuki 

mensejahterakani dirinya.i Pengertiani 

kemiskinani yangi saati inii populeri 

dijadikani studii pembangunani adalahi 

kemiskinani yangi seringkalii dijumpaii dii 

negara-negarai berkembangi dani negara-

negarai duniai ketiga.i Persoalani 

kemiskinani masyarakati dii negara-

negarai inii tidaki hanyai sekedari bentuki 

ketidakmampuani pendapatan,i akani 

tetapii telahi meluasi padai bentuki 

ketidakberdayaani secarai sosiali maupuni 

politik.i Kemiskinani jugai dianggapi 

sebagaii bentuki permasalahani 

pembangunani yangi diakibatkani adanyai 

dampaki negatifi darii pertumbuhani 

ekonomii yangi tidaki seimbangi sehinggai 

memperlebari kesenjangani pendapatani 

antari masyarakati maupuni kesenjangani 

pendapatani antari daerahi (interi regioni 

incomei gap)i .i Studii pembangunani saati 

inii tidaki hanyai memfokuskani 

kajiannyai padai faktor-faktori yangi 

menyebabkani kemiskinan,i akani tetapii 

jugai mulaii mengindintifikasikani segalai 

aspeki yangi dapati menjadikani miskin.i 

Definisii mengenaii kemiskinani dibentuki 

berdasarkani identifikasii dani 

pengukurani terhadapi sekelompoki 

masyarakat/golongani yangi selanjutnyai 

disebuti miskin.i Padai umumnya,i setiapi 

negarai termasuki Indonesiai memilikii 

sendirii definisii seseorangi ataui suatui 

masyarakati dikategorikani miskin.i Hali 
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inii dikarenakani kondisii yangi disebuti 

miskini bersifati relatifi untuki setiapi 

negarai misalnyai kondisii perekonomian,i 

standari kesejahteraan,i dani kondisii 

sosial.i Setiapi definisii ditentukani 

menuruti kriteriai ataui ukuran-ukurani 

berdasarkani kondisii tertentu,i yaitui 

pendapatani rata-rata,i dayai belii ataui 

kemampuani konsumsii rata-rata,i statusi 

kependidikan,i dani kondisii kesehatan.i 

25i Secarai umum,i kemiskinani diartikani 

sebagaii kondisii ketidakmampuani 

pendapatani dalami mencukupii 

kebutuhani pokoki sehinggai kurangi 

mampui untuki menjamini kelangsungani 

hidup.i Kemampuani pendapatani untuki 

mencukupii kebutuhani pokoki 

berdasarkani standari hargai tertentui 

adalahi rendahi sehinggai kurangi 

menjamini terpenuhinyai standari kualitasi 

hidupi padai umumnya.i Berdasarkani 

pengertiani ini,i makai kemiskinani secarai 

umumi didefinisikani sebagaii suatui 

kondisii ketidakmampuani pendapatani 

dalami memenuhii kebutuhani pokoki dani 

kebutuhani lainnyai yangi dapati 

menjamini terpenuhinyai standari kualitasi 

hidup.i Berdasarkani Undang-Undangi 

No.i 24i Tahuni 2004,i kemiskinani 

adalahi kondisii sosiali ekonomii 

seseorangi ataui sekelompoki orangi yangi 

tidaki terpenuhinyai hak-haki dasarnyai 

untuki mempertahankani dani 

mengembangkani kehidupani yangi 

bermartabat.i Kebutuhani dasari yangi 

menjadii haki seseorangi ataui 

sekelompoki orangi meliputii kebutuhani 

pangan,i kesehatan,i pendidikan,i 

pekerjaan,i perumahan,i airi bersih,i 

pertanahan,i sumberi dayai alam,i 

lingkungani hidup,i rasai amani darii 

perlakuani ataui ancamani tindaki 

kekerasan,i dani haki untuki berpartisipasii 

dalami penyelenggaraani kehidupani 

sosiali dani politik.i Laporani Bidangi 

Kesejahteraani Rakyati yangi dikeluarkani 

olehi Kementriani Bidangi Kesejahteraani 

(Kesra)i tahuni 2004i menerangkani pulai 

bahwai kondisii yangi disebuti miskini inii 

jugai berlakui padai merekai yangi 

bekerjai akani tetapii pendapatannyai 

tidaki mencukupii untuki memenuhii 

kebutuhani pokok/dasarPadai umumnyai 

tolaki ukuri yangi palingi banyaki dipakaii 

untuki mengukuri kemiskinani adalahi 

dengani melihati pendapatani darii 

masyarakat.i Besarnyai pendapatani darii 

masyarakati akani menentukani tingkati 

kemiskinani padai suatui daerah.i Darii 

beberapai analisai dani hasili wawancarai 

yangi dilakukani olehi penelitii salahi satui 

faktor-faktori penyebabi kemiskinani dii 

Desai Balohaoi dapati dilihati darii tingkati 

pendapatani masyarakatnya.i Dii Desai 

Balohaoi sendirii masyarakati yangi 

bekerjai sebagaii wiraswastai dani petanii 

merupakani sumberi matai pencahariani 

yangi palingi besari darii masyarakati 
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desai 36i Balohao.i Sebahagiani besari 

masyarakati yangi bekerjai sebagaii 

wiraswastai dani petanii memilikii 

pendapatani yangi belumi bisai memenuhii 

kebutuhani dani kehidupani keluarganyai 

secarai baiki dalami hali kebutuhani 

sandang,i pangani dani papani ataui 

dengani katai laini penghasilani masihi dii 

bawahi ratai ratai sehinggai masyarakati 

Desai Blohaoi belumi sejahtera.i Selaini 

itui darii hasili wawancarai penelitii 

lakukani faktor-faktori penyebabi 

kemiskinani dii Desai Balohaoi dengani 

Bapaki Andreasi Yi Giawai selakui 

Kepalai Seksii Kesejahteraani dii Kantori 

Desai Balohaoi yangi mengatakani adai 

empati faktori yaitu:i Lapangani 

pekerjaan,i Sumberi dayai Manusia.i 

Dimanai beliaui menjelaskani sebagaii 

berikut:i 1.i Lapangani pekerjaan.i 

Pengertiani lapangani pekerjaani erati 

kaitannyai dengani tempati dii manai 

seseorangi bekerja.i Saati inii seringi kitai 

dengari banyaki orangi yangi menganguri 

artinyai tidaki tidaki punyai tempati 

bekerja,i akibatnyai diai tidaki 

mempunyaii pendapatani sertai jumlahi 

pengganggurani cukupi tinggii 

menyebabkani bebani bagii masyarakati 

bahkani menimbulkani kemiskinan.i 

Lapangani pekerjaani menggambarkani dii 

sektor-sektori produksii apai ataui namai 

sajai parai pekerjai menyadarkani sumberi 

nafkahnya,i jikai dii lihati darii statusi 

pekerjaani yangi dii milikii ataui dii 

lakukannya.i Adapuni sebarani menuruti 

jenisi pekerjaani menunjukkani kegiatani 

apai yangi dii kerjakani olehi pekerjai 

yangi bersangkutan,i penduduki yangi 

mancarii pekerjaani adalahi usiai kerjai 

yangi mampui bekerja,i usiai angkatani 

kerjai dii Negarai berkembangi 10i tahuni 

dani dii negarai majui adalahi 15i tahun,i 

idealnyai seseorangi dapati bekerjai 

mencarii penghasilani adalahi usiai dii 

atasi 17i tahun.i Angkatani kerjai dii 

Indonesiai Kualitasnyai masihi rendahi 

karenai sebagiani besari 37i tingkati 

pendidikannyai masihi rendah.i Angkai 

penggangurani tiapi tahuni terusi 

bertambahi apalagii saati inii seringi 

terjadii PHK.i Terjadinyai penggangurani 

dii sebabkani olehi tidaki adanyai 

lapangani pekerjaan,i sehinggai banyaki 

tenagai kerjai yangi tidaki bisai masuk,i 

Akani tetapii adai pulai orangi yangi 

sudahi bekerjai tetapii dii PHK.i 

Sempitnyai lapangani pekerjaani ataui 

peluangi usahai yangi terjadii dii suatui 

wilayahi akani menyebabkani banyaknyai 

penggangurani dii manai tingkati 

pertumbuhani angkatani kerjai yangi cepati 

dani pertumbuhani lapangani kerjai yangi 

relatifi lambati menyebabkani strukturi 

ekonomii timpang,i artinyai strukturi 

ekonomii yangi adai dii dalami 

masyarakati secarai tidaki adili 

memberikani kesempatani yangi samai 
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bagii setiapi orangi untuki mendapatkani 

aseti ekonomi.i Strukturi ekonomii adalahi 

sekelompoki kecili orangi memilikii 

kemampuani mendapatkani aseti 

ekonomi.i Kenyataani inilahi yangi seringi 

membuati ketimpangani semakini parahi 

dii bidangi ekonomii sertai peluangi usahai 

olehi masyarakati begitui minimi akani 

menyebabkani rendahnyai pendapatani 

dani terjadinyai pengangguran.i a)i 

Rendahnyai pendapatani Kemiskinani 

meliputii berbagaii aspek.i Kemiskinani 

sangati terkaiti dengani kepemilikani 

modal,i kepemilikani lahan,i sumberi dayai 

manusia,i kekurangani gizi,i pendidikan,i 

pelayanani kesehatan,i pendapatani 

perkapitai yangi rendah,i dani minimnyai 

investasi.i Masihi banyaki variabeli 

kemiskinani yangi melekati padai orangi 

miskin.i Dengani begitu,i konsepi 

kemiskinani perlui dii lihati karenai akani 

sangati berpengaruhi bagii programi 

pengurangani kemiskinani dii daerahi 

berdasarkani coraki dani karakteristiki itui 

sendirii dani penyatuani geraki programi 

pengurangani kemiskinani perlui 

dilakukan,i mengingati selamai inii 

banyaki ukuranukurani kemiskinani yangi 

dii pakai.i 38i b)i Tingkati Pengganggurani 

Pengganggurani merupakani suatui 

keadaani dii manai seseorangi yangi 

tergolongi dalami kategorii angkatani 

kerjai tidaki memilikii pekerjaani dani 

secarai aktifsedangi mencarii pekerjaan.i 

Penggangurani terjadii karenai ketidaki 

sesuaiani antarai permintaani dani 

penyediaani dalami pasari kerja.i Bentuk-

bentuki ketidaki sesuaiani pasari kerjai 

antarai laini akani menyebabkani 

banyaknyai macam-macami 

pengganggurani yaitui friksional,i 

musiamal,strukturi dani teknologis.i 

Tingkati pengganggurani sangati erati 

hubungannyai dengani lajui pertumbuhani 

yangi tinggii akani meningkatkani jumlahi 

angkatani kerja(penduduki usiai kerja),i 

besarnyai angkatani kerjai inii dapati 

menekani ketersediaani lapangani kerjai 

dipasari kerja.i Angkati kerjai terdirii duai 

komponeni yaitui orangi yangi 

menganguri dani orangi yangi bekerja.i 

Tingkati penganggurani terbukai dii 

perkotaani hanyai menunjukkani 

aspekaspeki yangi tampaki darii masalahi 

kesempatani kerjai dii negarai 

berkembang. 

 

B. Tanggungi Jawabi Pemerintahi 

Terhadapi Fakiri Miskini  

Negarai jugai berkewajibani 

membanguni ekonomii rakyati dngani 

menyiapkansaranai dani prasaranai yangi 

dapati mendukungi terciptanyai 

kehidupani ekonomii yangi lebihi baik.i 

Negarai harusi menciptakani iklimi 

dimanai rakyati mempunyaii usahai yangi 

dapati memenuhii kebutuhani merekai 

dengani menggunakani uangi baitulmal.i 
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Apabilai daai belii masyarakati adai makai 

akani terasai memberatkani jikai ekonomii 

merekai lemah.42i Konsepi welfarei statei 

ataui sociali service-state,i yaitui negarai 

yangi pemerintahani bertanggungi jawabi 

penuhi untuki memenuhii berbagaii 

kebutuhani dasari sosiali dani ekonomii 

darii setiapi wargai negarai agari 

mencapaii suatui standari hidupi yangi 

minimal,i merupakani anitesisi darii 

konsepi “negarai penjagai 

malam“(nachtwachterstaat)i yangi tumbuhi 

dani berkembangi dii abadi ke-18i hinggai 

pertengahani abadi 19.i Suatui negarai 

kesejahteraani dii butuhkani karenai 

berlangsungnyai perkembangani negarai 

dani kemajuani masyarakati yangi terjadii 

dalami suatui negarai dengani 12i alasani 

yaitu:i 43i 1.i Meningkatkani standari 

kehidupani bagii semua.i 2.i Mengurangii 

waktu,i bahaya,i dani kebosanani kerja.i 

3.i Memperbaikii ketidaksamaani 

kesempatani dani nasibi yangi diakibatkani 

olehi kelompoki yangi terjadii dii masai 

lampau.i 4.i Membukai kesempatani 

karieri tanpai memperhatikani asal-

usulnya.i 42i Junaidii lubis,i sumberi 

keuangani negarai menuruti islami 

(persfektifi kitabi ali Kharaj),(Jakarta:i 

baituli Hikmahi Press,i 2005),hlmi 35i 43i 

Ibid,i hlmi 44i 48i 49i 5.i Membentuki 

kelompoki miskin,i yangi menderita,i 

yangi sakit,i yangi jompo,i dani kelompoki 

yangi setarai lainnyai untuki memperolehi 

pendapatani dengani usahai merekai 

sendiri,i yangi dalami peraturani 

perundang-undangani dii sebuti sebagaii 

standari hidupi yangi layaki bagii dirii 

sendiri.i 6.i Mendukungi kelompoki 

tertentui dalami perekonomiani negara.i 7.i 

Mencegahi depresii dani penggamggurani 

massal.i 8.i Menenangkani perselisihani 

antarai kelompok/kelompoki ekonomii 

sertai antarai pekerjai dani pengusaha.i 9.i 

Melakukani konservasii sumberi dayai 

alam.i 10.i Mempertahankani eksistensii 

bangsai melaluii angkatani bersenjatai dani 

pertahankani rakyati dani melaluii kontroli 

terhadapi integrasii danperdaganganan.i 

11.i Menegakkani standari moralitasi 

dasari tertentui (berkaitani dengani 

keluarga,i perceraian,i perkawinan,i 

pencabulan,i fitnahi dani penghianatan,i 

dani sebagainya).i Negarai mempunyaii 

empati fungsii pokok,i yaitui 1)i fungsii 

penyelenggaraani ketertibani dani 

keamanani Fungsii inii sangati pentingi 

terutamai untuki mencegahi terjadinyai 

konfliki dani perselisihani antari wargai 

negara.i Fungsii melaksanakani ketertibani 

inii adalahi untuki menatai masyarakati 

sehinggai terciptai kehidupani bangsai 

yangi baiki sesuaii dengani cita-citai dani 

cita-citai Negara.i 2)i fungsii kemakmurani 

dani kesejahteraani Seiringi berjalannyai 

waktu,i fungsii inii menjadii semakini 
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penting,i terutamai bagii negara-negarai 

yangi menganuti konsepi negarai 

kesejahteraani (elfarei state). 

 

C. Kondisii Geografisi dani Demografisi 

Desai Balohaoi Kecamatani Aramoi 

Kabupateni Niasi Selatani  

Kecamatani Aramoi merupakani salahi 

satui kecamatani yangi terletaki dii 

Kabupateni Niasi Selatan,i Provinsii 

Sumatrai Utara,i Indonesia.i Kecamatani 

Aramoi mencakupi wilayahi seluasi 189i 

km²i dengani jumlahi penduduuki yangi 

terdapati dii kecamatani inii adalahi 

kurangi lebihi 29.152i jiwa.i Kecamatani 

Susuai membawahii 18i desai yaitui Desai 

Aramo,i Desai Bagoa,i Desai Balohao,i 

Desai Dao-dao,i Desai Hiliadolowa,i Desai 

Hiliamauzula,i Desai Hilifadolo,i Desai 

Hiligafoa,i Desai Hiligumbu,i Desai 

Hilimagiao,i Desai Hilimbowo,i Desai 

Hilimezaya,i Desai Hiliorudua,i Desai 

Hilisawato,i Desai Hilitotao,i Desai 

Hume,i Desai Sikhorilafau,i dani Desai 

Sisobambowo.i Desai Balohaoi 

merupakani salahi satui desai yangi adai 

dii kecamatani Aramoi Kantori Desai 

Balohaoi terletaki sebuahi gugusani 

Kepulauani Niasi terletaki dii sebelahi 

barati Pulaui Sumatera,i yangi secarai 

geografisi terletaki antarai 00.12’-1.32’i 

Lintangi Utarai (LU)i dani 970.00’-

980.00’i Bujuri Timuri (BT).i Dengani 

ketinggiani rata-ratai 0i -i 600i meteri 

diatasi permukaani laut.i Desai Balohaoi 

merupakani salahi satui daerahi kotai dii 

Provinsii Sumaterai Utarai yangi 

mempunyaii jaraki ±i 85i mili lauti darii 

Sibolgai dani membutuhkani waktui 

tempuhi darii ibui kotai Kabupateni Niasi 

Selatani selamai ±i 2,5i jami dengani 

sepedai motori dani mobili (daerahi 

Provinsii Sumaterai Utara). 

 

5. SIMPULAN 

Dari analisis penulis tentang 

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir 

Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 

13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir 

Miskin di Desa Balohao dari BAB I, II, III, 

dan IV diperoleh beberapa kesimpulan 

yaitu : 

1. Penanganan Kemiskinan tidaklah 

hanya dapat di selesaikan oleh satu 

bidang dan satu pihak antara bidang 

sosial, ekonomi, pendidikan, agama 

dan hukum sangatlah di perlukan 

dalam upaya penanganan 

kemiskinan. Hal ini bukanlah 

pekerjaan yang mudah meskipun 

adalah kewajiban pemerintah untuk 

melindunggi warganya untuk 

mendapatkan kesejahteraan sosial, 

tetap diperlukan dukungan dari 

masyarakat itu sendiri baik secara 
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kelompok maupun secara 

perseorangan. 

2. Segala kebijakan pemerintah akan 

sangat tidak bermakna apabila tidak 

diwujudkan dalam masyarakat. 

Perwujudan ini tentunya 

membutuhkan para penengak hukum 

yang adil, dan jujur dalam 

melaksanakan tugasnya. Jika 

demikian sifat-sifat ini akan 

membawa dan kehormatan yang 

diberikan oleh warganya.  

3. Peran pemerintah Desa Balohao 

dalam pemberdayaan fakir miskin 

yaitu berbagai jenis bantuan yang 

selama ini disalurkan oleh 

pemerintah melalui Dinas Sosial 

kepada Pemerintah Desa Balohao 

seperti PKH (Bantuan berupa uang, 

sembako, biaya pendidikan 

danUMKM) 
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